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TENTANG

Pada hari ini Kamis. tanggal empat belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh
empat (14 - 03 - 2024). bertempat di Jakarta. yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BUDI KARYA SUMADI Menteri Perhubungan Republik lndonesia, yang
diangkat berdasarkan Keputusan Presiden
Republik lndonesia Nomor 1 1 3/P Tahun 2019
tentang Pembentukan Kementerian Negara dan
Pengangkatan Menteri Negara Kabinet lndonesia
Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kementerian
Perhubungan Republik lndonesia, berkedudukan di
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8. Gambir.
Jakarta Pusat. selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

2. ANDI AMRAN SULAIMAN Menteri Pertanian Republik lndonesia, yang
diangkat berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2023
tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet
lndonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian
Pertanian Republik lndonesia, berkedudukan di
Jalan Harsono RM Nomor 3. Ragunan, Jakarta
Selatan, selaniutnya disebut PIHAK KEDUA

l:

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
UNTUK ANGKUTAN TRANSPORTASI DI BIDANG PERTANIAN



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. secara bemama-sama untuk selaniutnya
disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri dlsebut PIHAK, terlebih dahulu
rnenerangkan hal-hal s€bagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan
pernerintahan di bidang transportasi untuk membanfu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara.

b. bahwa PIHAK KEOUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam
menyeleqggarakan pemerintahan negara: dan

c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk memperbaharui Kesepakatan Bersama
antara Kementerian Perhubungan Rl dan Kementerian Pertanian Rl Nomor PJ

Tahun 2018 dan Nomor 09ruOU/HK.22011212O18 tentang Penyelenggaraan
Kewa.jiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Transportasi Temak, yang telah
berakhir pada tanggal 19 Desember 2023

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan
menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik Untuk Angkutan Transportasi di Badang Pertanian dengan ketentuan sebagai
berakut:

PASAL 1

MAKSUO DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK
dalam menyelenggarakan pelayanan publik untuk angkutan transportasi di
bidang pertanian rnenggunakan moda transportasi darat. laut. udara, dan kereta
api.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. evaluasi, dan sinergi PARA PIHAK
dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik angkutan transportasi di
bidarE pertanian renggunakan moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta
api

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi-

a. penydiaan dan pengoperasian moda transportasi di bidang pertanian.

b. penyelenggaraan moda transportasi temaki
c. penyediaan komoditas di bidang pertanian yang akan diangkut;
d. pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan angkutan

transportasi di bidang pertanian:
e. pemanfaatan ruang muat arygkutan transportasi di bidang pertanian untuk

optimalisasi muatan;
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PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK dalam Kesepakalan Bersama ini sepakat untuk melaksanakan hal-
hal sebagai berikut:

a. menyediakan dan mengopumalkan potensi PARA PIHAK dalam rangka
pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini; dan

b. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Kesepakatan
Bersama.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan BeGama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian Kerja
Sama sesuar kebutuhan PARA PIHAK yang datam hal ini diwakiti oteh pejabat sesuai
dengan tugas dan fungsi unit organisasi di tingkungan PARA plHAK.

PASAL 5
PEIIBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksenaan Kesepakatian Bersama ini dib€bankan
pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan perafuran perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini b€rlaku selama 5 (lima) tahun terhitung selak
ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diubah atau diperpaniang
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka ptHAK yang akan
mengubah atau memperpanjang menyampaikan secara terfulis kepada PIHAK
lainnya, paling lambat dalam ,jangka waktu 3 (tiga) bulan seb€lum berakhimya
Kesepakatan Bersama ini.

(3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum iangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis
dan berdasarkan kesepakatan PARA PlllAK.
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f. pertukaran data dan informasi dalam penyelenggaraan transportasi di bidang
pertanian; dan

g. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA plllAK.



PASAL 7
KORESPONDEXSI

(1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi
masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yaitu:

a. PIHAKKESATU
Penghubung : Kepala Pusat Fasilittasi Kemitraan dan Kelembagaan

lntemasional
Alamat . Jl. Medan Merdeka Barat Gd. Cipta Lt. 7. Jakarta

Pusat. 10't'10
Telepon . (021) 3811876
\ labsite : www.Kemenhub.go.id
Email : pftki@dephub.go id

b PIHAK KEDUA
Penghubung

Alamat

Telepon
Website
Email

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan lnformasi
Publik
Jl. Harsono RM Nomor 3, Gedung PlA, Lantai 2,
Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Sehtan '12550
(021) 78834134
www.pertanian.go. id
humas-ap@pertanian. go. id

12) Penggantian narahubung ditetapkan oleh masing-masing PIHAK dan
diberitahukan kepada PIHAK lainnya.

PASAL 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai
kebutuhan.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
Pasal inr disampaikan kepada PARA PIHAK untuk dijadikan dasar peninjauan
kembali Kesepakatan Bersama ini secara berkala.

(3) Teknis Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN

Perjaniian Keria Sama yang telah ditandatangani sebagai tindak lanjut Kesepakatan
Bersama antara Kementerian Perhubungan dan Kementenan Pertanian Nomor: PJ
Tahun 2018 dan Nomor: 09ruOU/HK.22011212O18 tentang Penyelenggaraan
Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Transportasi Temak masih tetap berlaku
sampai dengan berakhirnya Per,anjian Kerja Sama sepanjang tidak bertentangan
dengan Kesepakatan Bersama int.
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PASAL 1O

ADENDUT

(1) Dalam halyang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan
Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
dalam benfuk Aderdum.

(21 Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Kesepakatan B€rsama ini

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2
(dua) asli bermeterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA dan rnempunyai kekuatan hukum yang sama.
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